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A. EXECUTIVE SUMMARY 
 

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, 

Kabupaten Natuna memiliki prevalensi stunting sebesar 18%, dan angka 

ini tertinggi diantara Kabupaten/Kota se Provinsi Kepukauan Riau. 

Sedangkan berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 

prevalensi stunting sebesar 16,1%. Kemudian dari data EPPGBM bulan 

Pebruari tahun 2024 prevalensi stunting sebesar 12,35. Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna 

target prevalensi stunting sebesar 10,3%. Amanat dari Peraturan Presisen 

Nomor 72 Tahun 2021 harus ada penurunan stunting sebesar 14% pada 

tahun 2024 sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dan target RPJMN.  

Salah satu pembaruan strategi percepatan penurunan stunting adalah 

pendekatan keluarga melalui pendampingan keluarga berisiko stunting 

untuk mencapai target sasaran, yakni calon pengantin (catin)/calon 

Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil dan menyusui sampai dengan 

pasca salin, dan anak 0-59 bulan. Kolaborasi Tim Pendamping Keluarga 

(TPK) di tingkat lapangan yang terdiri dari Bidan, Kader Tim Penggerak 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga serta Kader Keluarga 

Berencana untuk melaksanakan pendampingan keluarga berisiko 

stunting. 

Calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur merupakan salah satu target 

sasaran untuk percepatan penurunan stunting yang dimulai dari hulu. 

Melalui Tim Pendamping Keluarga dan penyuluh agama di 

Desa/Kelurahan yang akan memberikan edukasi terhadap catin. Oleh 

karena itu penguatan pendampingan terhadap calon pengantin mulai dari 

mulai pendaftaran 3 (tiga) bulan sebelum menikah sampai saat akan 

menikah yang melibatkan unsur pemerintah daerah dan kelompok 

masyarakat untuk memastikan pendekatan terhadap sasaran.  

Jika stunting tertangani maka mutu sumber daya manusia Indonesia 

kedepannya akan meningkat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten 

Natuna berupaya keras melakukan penurunan stunting sesuai target 

10,3% pada tahun 2024 sebagai bagian dari komitmen penjaminan hak 

dasar setiap anak.  
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B. RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN 

Proyek perubahan merupakan salah satu mata pelatihan pada 

struktur kurikulum PKN Tingkat II yang merupakan wadah bagi peserta 

pelatihan dalam menerapkan pembelajaran semua agenda PKN Tingkat II. 

Pembuktikan kemampuan kepemimpinan peserta sebagai seorang 

pemimpin yang visioner, adaptif, strategis, inovatif dan transformatif 

melalui proses merancang dan melaksanakan proyek perubahan, 

menyampaikan laporan hasilnya serta mendiseminasikannya. Merupakan 

suatu tugas yang harus dilakukan peserta, maka proyek perubahan harus 

dapat dinilai untuk melihat keberhasilannya, dari penyusunan rencana 

proyek perubahan hingga pelaksanaannya. 

Visi Bupati dan Wakil Bupati Natuna yang dituangkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna 

tahun 2021-2026 adalah: “Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagal 

Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian 

Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”. Sedangkan misi 

untuk mewujudkan visi pembangunan yang berhubungan dengan 

pembangunan kependudukan adalah “Akselerasi Peningkatan Kualitas 

Sumber Daya Manusia”. 

Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

Tahun 2020- 2024, BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara 

langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan/Prioritas 

Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020-2024, yaitu salah satunya adalah 

untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan 

Berdaya Saing”.  

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna 

dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah 

Kabupaten Natuna, maka dengan ini Dinas Pemberdayaan Perempuan 
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Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Natuna mempunyai pedoman untuk melaksanakan tugas dan 

fungsinya, sesuai dengan rincian tugas dan tata kerja sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas  

2. Sekretariat terdiri dari:  

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan. 

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan 

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan 

6. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:  

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;  

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana;  

3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana; 

4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di 

Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana; dan 

5.  Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

Dalam kaitan dengan stunting, Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Natuna berdasarkan Keputusan Bupati Natuna Nomor 103 

Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten 

Natuna berkedudukan sebagai Sekretaris, Koordinator Bidang Komunikasi 

Perubahan Prilaku dan Pendampingan Keluarga serta sebagai anggota 

pada Bidang Bidang Data, Monitoring Evaluasi dan Knowledge 

Management. 



4  

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka 

prevalensi stunting secara nasional semakin menurun jika dilihat dari tahun 

2021 prevalensi stunting di angka 24,4 persen dan turun menjadi 21,6 

persen di tahun 2022, dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik 

Indonesia target pemerintah angka prevalensi stunting menjadi 14,4 persen 

di tahun 2024. 

Kabupaten Natuna termasuk dalam 100 Kabupaten/Kota menjadi 

lokus stunting yang ditetapkan pada tahun 2018 berdasarkan data Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) dengan prevalensi stunting di angka 37,2 

persen. Prevalensi stunting Kabupaten Natuna mengalami fluktuatif baik 

hasil pengukuran melalui ePPGBM (elektronik pencatatan dan pelaporan 

gizi berbasis masyarakat) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). 

Berdasarkan pengukuran SSGI, prevalensi stunting Kabupaten 

Natuna mengalami kenaikan dari 17,8% (2021) menjadi 18% (2022), 

demikian halnya dengan hasil pengukuran ePPGBM juga mengalami 

kenaikan dari 11,77% (2021) naik menjadi 11,93% (2022).  

Berdasarkan pengukuran ePPGBM se Provinsi Kepulauan Riau, 

prevalensi stunting Kabupaten Natuna untuk Tahun 2022 dan 2023 tertinggi 

se Provinsi Kepulauan Riau, dan berdasarkan pengukuran SSGI Kabupaten 

Natuna tahun 2022 menempati urutan kedua tertinggi setelah Kabupaten 

Lingga. 

Melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang 

Percepatan Penurunan Stunting bahwa untuk mewujudkan sumber daya 

manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan 

pembangunan berkelanjutan, maka dilakukan percepatan penurunan 

stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui 

koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara kementerian/lembaga, 

pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah 

desa dan pemangku kepentingan.  

Berdasarkan Peraturan BKKBN Nomor 12 tahun 2021 tentang 

Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesian Tahun 

2021-2024 bahwa Strategi Percepatan Penurunan Stunting dilakukan 

melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional Percepatan 

Penurunan Stunting yang meliputi paling sedikit 5 hal antara lain: 
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1. Penyediaan data keluarga berisiko Stunting;   

2. Pendampingan keluarga berisiko Stunting;   

3. Pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;   

4. Surveilans keluarga berisiko Stunting;  

5. Audit kasus Stunting. 

Salah satu sasaran untuk percepatan penurunan stunting adalah 

calon pengantian/calon pasangan usia subur. Sebelum menikah calon 

pengantin akan diperiksa kesehatannya dan diberikan advokasi KIE cegah 

stunting 3 bulan pra nikah.  Advokasi dan KIE pencegahan stunting dan 

keluarga berkualitas sangat penting dilakukan pada periode ini sebagai 

fase awal perubahan sikap dan perilaku yang berpotensi terhadap kejadian 

stunting. Advokasi dan KIE yang dilakukan bersifat interpersonal maupun 

melalui sebuah sistem informasi berbasis aplikasi bagi pasangan calon 

pengantin. 

Kabupaten Natuna pelaksanaan intervensi penurunan stunting 

belum berjalan dengan baik dan berakibat pada masih tingginya prevalensi 

stunting Kabupaten Natuna, hal ini disebabkan oleh : 

1. Belum optimalnya Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan 

stunting. 

2. Aksi penurunan stunting belum terlaksana secara terpadu dan 

terintegrasi dimana masing-masing Perangkat Daerah, kecamatan dan 

desa berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan program dan kegiatan 

percepatan penurun stunting dan belum terfokus pada kelompok 

sasaran. 

3. Belum optimalnya pendampingan Tim Pendamping Keluarga ke 

Keluarga Beresiko Stunting. 

Upaya untuk mencapai proses percepatan penurunan stunting 

dirumuskan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, 

sebagai berikut: 

1. Tujuan jangka pendek dari proyek perubahan ini adalah: 

a. Tersedianya Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pendampingan Calon Pengantin; 

b. Tersedianya Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 
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Keluarga Berencana  Kabupaten Natuna , Dinas Kesehatan 

Kabupaten Natuna, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, 

Kecamatan se-Kabupaten Natuna, Puskesmas se-Kabupaten 

Natuna, dan Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Natuna  tentang 

Pendampingan Calon Pengantin sebagai Upaya Percepatan 

Penurunan Stunting  dari Hulu yang ditandatangani oleh Kepala 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas 

Kesehatan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Camat, Kepala 

Puskesmas, dan Kepala Kantor Urusan Agama, disetujui oleh Bupati 

Natuna dan Wakil Bupati Natuna selaku Ketua Tim Percepatan 

Penurunan Stunting Kabupaten Natuna  

c. Tersedianya Sistem Informasi Pasangan Berkualitas (SI PANTAS) 

sebagai sarana pendukung untuk pelaksanaan Peraturan Bupati dan 

Perjanjian Kerja Sama yang memberikan informasi secara online 

kepada Calon Pengantin menuju Keluarga Berkualitas kedepannya 

sekaligus launching agar dapat dimanfaatkan masyarakat luas. 

2. Tujuan jangka menengah dari proyek perubahan ini adalah: 

a. Terlaksananya evaluasi dan pengembangan SI PANTAS; 

b. Terlaksananya perluasan cakupan KUA yang melaksanakan. 

3. Tujuan jangka panjang  dari proyek perubahan ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Terlaksananya pengembangan SI PANTAS yang bisa diakses 

masyarakat umum 

b. Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kebijakan penurunan stunting 

Manfaat dari proyek perubahan Kebijakan Strategi Optimalisasi Tata 

Kelola Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Natuna melalui 

Pendampingan Calon Pengantin adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Natuna adalah meningkatkan 

kinerja pemerintah daerah dalam penurunan prevalensi stunting di 

Kabupaten Natuna. 

2. Manfaat bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB): 
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a. Tercapainya target indikator prevalensi stunting 

b. Terjalin kerja sama antara antara Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana  Kabupaten Natunadengan Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Natuna. 

 3. Manfaat bagi Masyarakat: 

a. Terbentuk generasi yang berkualitas 

b. Terlaksananya pembangunan ketahanan keluarga menuju keluarga 

berkualitas  

c. Kehamilan terencana 

 

Tabel 1 : Milestone Jangka Pendek 

No. Tahapan Kegiatan  Output Time Line 

1 Melakukan koordinasi 

dengan pimpinan dan 

instansi yang terlibat 

• Membahas usulan dan 
skema proyek perubahan 

• Rapat Koordinasi 
pembentukan tim dan 
membangun komitmen tim 

 

- Skema proyek 

perubahan  

- Komitmen 

bersama 

 

M1 - Mei 

 

2 Pembentukan tim efektif 

dan Tim Kerja 

• Penyusunan dan 
pengajuan draft SK tim 
kerja dan tim efektif 

• Penetapan SK tim kerja 
dan tim efektif 

 

- Draft SK tim 

Kerja dan tim 

efektif 

- SK Tim kerja 

dan SK tim 

efektif 

M1 - Mei 

3 Penyusunan Peraturan 

Bupati tentang Petunjuk 

Pelaksanaan, 

Penyusunan PKS 

Pendampingan Calon 

Pengantin sebagai upaya 

Percepatan Penurunan 

Stunting dari Hulu dan 

Pembuatan Sistem 

Informasi Pasangan 

Berkualitas (SI PANTAS) 

• Pertemuan untuk 
penyusunan Perbub 
tentang Petunjuk 
Pelaksanaan 
Pendampingan Calon 
Pengantin, penyusunan 
PKS dan penyusunan 
konten sistem informasi SI 
PANTAS 

• Pembahasan draft 
Perbub, pembahasan draft 
PKS dan uji coba sistem 
informasi SI PANTAS 

• Penandatanganan 
Perbub, penandatanganan 
PKS dan launching 
SIPANTAS 

- Rancangan 

Perbub, 

rancangan 

PKS dan 

rancangan 

SIPANTAS 

- Draft Perbub, 

PKS dan 

SIPANTAS 

- Perbub, PKS 

dan 

SIPANTAS 

M2-M4 

Mei 

4 Mengumpulkan, merekap 

dan menginput data  

informasi SIPANTAS 

• Mengumpulkan data 

• Menginventarisasi hasil 
pengumpulan data 

• Menginput data  

- Data informsi 

bagi calon 

pengantin 

M1-M2 

Mei 

5 Peningkatan kualifikasi 

sumber daya manusia 

• Pelatihan penggunaan SI 
CANTIK bagi PKB/PLKB, 
TPK 

- Staf  OPD 

terlatih. 

M3-Mei 

M2-Juni 
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• Pembinaan KUA se 
Kabupaten Natuna 

- 17 KUA di 

kecamatan 

terbina 

6 Evaluasi Uji coba 

SIPANTAS 

• Pertemuan Evaluasi 

Tingkat Kabupaten 

- Laporan hasil 

evaluasi  

M3-Mei 

7 Sosialisasi SIPANTAS • Melakukan sosialisasi 

tentang SIPANTAS ke 

OPD, Camat, Puskesmas 

dan KUA  

- 100 Orang 

(hybrid) 

M2 Juni 

 

C. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN 
 

1. CAPAIAN PERUBAHAN TERHADAP RENCANA PERUBAHAN 

DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN 

Pelaksanaan Proyek Perubahan sampai pada periode jangka 

pendek dibagi menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu: 1) Pembentukan Tim 

Efektif/Tim Kerja; 2) Penyusunan Draft Peraturan Bupati; 3) Penyusunan 

Draft Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Agama; 4) Pembuatan 

Website Sistem Informasi Pasangan Berkualitas (SIPANTAS).  Berikut 

adalah realisasi dari masing-masing tahapan: 

 

Tabel 2. Foto pelaksanaan Proyek Perubahan 

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF 

Konsultasi dan koordinasi dengan Mentor terkait  
penyusunan rencana kerja, progres dan finalisasi proyek 

perubahan 

 

 

 

 
WAKTU 
Kamis, 9 Mei 2024 
Jum’at, 31 Mei 2024 
Rabu, 19 Juni 2024 
 
PESERTA 
Mentor, Project 
Leader 

 
TUJUAN 
Bimbingan proyek 

perubahan dengan 

mentor 
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Rapat Pembentukan Tim Efektif 

  

 
 
WAKTU 
Senin, 6 Mei 2024 
 
PESERTA 
Project Leader dan 
staf DP3AP2KB 

 
TUJUAN 
Rapat pembentukan 
Tim Efektif dan 
penyusunan draft 
SK Tim Efektif 
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WAKTU 
Senin, 13 Mei 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, 
dan Kementerian Agama 

 

 

 
 
 
WAKTU 
Senin, 7 Mei 2024 
 
PESERTA 
Kepala  Diskominfo, 
Kepala Kemenag 
dan  Project Leader 

 
TUJUAN 

a. Koordinasi terkait 

web SIPANTAS 

b. Koordinasi terkait 

Perjanjian 

Kerjasama 
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WAKTU 
Selasa, 13 Mei 2024 
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Proses penyusunan SK Tim Efektif  

 

 

WAKTU 
Rabu, 17 Mei 2024/ 
Jum’at, 31 Mei 2024 
 
Tujuan 
- Ngajukan draft SK 
Tim Efektif 

- Penetapan SK Tim 
Efektif 
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PENYUSUNAN PERBUB, PKS DAN WEB SIPANTAS 
 
Rapat persiapan penyusunan Perbub, PKS dan 

Web SIPANTAS 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
WAKTU 
Rabu, 8 Mei 2024 
 
PESERTA 
Wakil Bupati, OPD 
terkait, Project 
Leader dan staf 
DP3AP2KB 

 
TUJUAN 
- Rapat pembahasan 

tentang 
penyusunan 
Perbub, PKS dan 
web SIPANTAS 
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Pembahasan Draft Perbub, draft PKS dan Web SIPANTAS 

 

 

 

 

 
 
WAKTU 
Senin, 13 Mei 2024 
 
PESERTA 
Wakil Bupati, OPD 
terkait, TP PKK, 
Project Leader, staf 
DP3AP2KB 
Dan Tim Efektif 
 
TUJUAN 
Membahas draft 
Perbub, draft PKS 
dan web SIPANTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WAKTU 
Jum’at, 31 Mei 2024 
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Pembahasan pengumpulan dan input data SIPANTAS 
 

 
 
 

 

 
 

WAKTU 
Kamis, 16 Mei 2024 
 
 
 
 
PESERTA 
Tim Efektif 
 
TUJUAN 
Mengumpulkan data, 
merekap dan 
menginput data 
SIPANTAS 
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WAKTU 
Rabu, 22 Mei 2024 
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Kamis, 6 Juni 2024 
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Proses penyusunan Perbub dan PKS 
 

 

 

 

 

 

WAKTU 
Senin, 20 Mei 2024/ 
Senin, 3 Juni 2024 
 
Senin,10 Juni 2024/ 
Rabu, 19 Juni 2024 
 
TUJUAN 
Masukkan draft 
Perbub ke Bagian 
Hukum dan 
menyampaikan draft 
PKS ke Kemenag 
sekaligus penetapan 
Perbub  dan 
penandatangan PKS 
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Launching Keputusan Bupati dan SIPANTAS, serta 
penandatanganan PKS sekaligus Sosialisasi 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

WAKTU 
Rabu, 19 Juni 2024 
 
PESERTA 
Undangan Launching: 
Bupati, Asisten, OPD 
terkait, Kepala 
Kemenag, TP PKK, 
Camat, KUA, 
Puskesmas, 
Penyuluh Agama, 
PKB/PLKB, TPK. 
 
TUJUAN 
Dan Launching 
Sosialisasi Keputusan 
Bupati, PKS dan 
SIPANTAS 
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UJI COBA SIPANTAS,  PELATIHAN PENGGUNAAN SIPANTAS DAN 
SOSIALISASI 

Pelatihan penggunaan SIPANTAS untuk PKB/PLKB dan 
TPK secara luring maupun daring 

 

 

WAKTU 
Senin, 24 Juni 2024 
 
PESERTA 
Pejabat fungsional 
DP3AP2KB, 
PKB/PLKB dan TPK 
 
TUJUAN 
Memperkenalkan 
SIPANTAS dan cara 
penggunaan 
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Uji Coba SIPANTAS  

 
 

 
 
 
 

WAKTU 
Kamis, 27 Juni 2024 
 
PESERTA 
Project Leader, Tim 
Efektif dan staf 
DP3AP2KB 
 
TUJUAN 
Mengevaluasi 
apabila masih ada 
yang perlu diperbaiki 
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Sosialisasi SIPANTAS  

 

 
 

 
 
 

 

WAKTU 
Kamis, 27 Juni 2024 
 
PESERTA 
Project Leader, 
Kemenag, KUA, 
Penyuluh Agama, 
PKB/PLKB dan TPK 
(Bunguran Timur, 
Bunguran Tengan, 
Bunguran Timur Laut 
dan Bunguran 
Selatan) 
 
TUJUAN 
Memperkenalkan 
SIPANTAS bagi 
pendamping Calon 
Pengantin 
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2. KEPEMIMPINAN STRATEGIS 

Pelaksanaan Proyek Perubahan yang dilaksanakan dalam empat 

tahapan memiliki berbagai tantangan untuk mencapai realisasi yang 

diinginkan selama proses pelaksanaan proyek perubahan diantaranya 

adalah:  

a. Pembentukan Tim Efektif; 

Pelaksanaan pembentukan tim efektif dapat dilaksanakan dengan 

lancar walaupun pada saat tersebut DP3P2KB memiliki banyak 

kegiatan yang harus diselesaikan sesuai dengan jadwal 

pelaksanaan yang telah disusun mulai dari awal tahun. Tim efektif 

ini melibatkan bidang Sekretariat, Bidang PPPA, Bidang PPKB, 

UPTD PPA, BPKAD dan Diskominfo.  Keterlibatan Sumber Daya 

Manusia (SDM)  yang ada dalam tim efektif agar dapat mengatur 

waktu dan peningkatan kapasitas SDM itu sendiri dalam 

melaksanakan kegiatan rutin dan proyek perubahan. 

Pembentukan tim efektif dapat dilaksanakan dengan membentuk 

komitmen baru dengan semua anggota tim efektif, sehingga target 

OPD serta pelaksanaan proyek perubahan dapat berjalan dengan 

baik dan bersinergi.  

b. Penyusunan Draft Peraturan Bupati; 

Pelaksanaan penyusunan draft Peraturan Bupati berjalan lancar 

oleh tim efektif, hanya memiliki sedikit hambatan dalam proses 

pengajuan Perbub ke Bagian Hukum. Setelah dimasukkan draft 

Perbub ke Bagian Hukum terlalu banyak antrian Perbub dan 

Keputusan Bupati yang harus dikeluarkan dalam tahun ini. 

Mengingat Perbub ini harus selesai sesuai target maka kami 

berkoordinsi bersama Mentor dan Kabag Hukum Kabupaten 

Natuna agar usulan Perbub Proyek Perubahan ini dapat 

diprioritaskan penyelesainnya. 

c. Penyusunan Draft Perjanjian Kerjasama; 

Sebelum menyusun Perjanjian Kerjasama kita sudah koordinasi 

dengan Kepala Kemenag bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna 
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melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan membuat 

Perjanjian Kerjasama tentang Pendampingan Calon Pengantin 

sebagai bagian dari proyek perubahan yang akan dilaksanakan. 

Kepala Kemenag setuju dan mendukung proyek perubahan ini 

dengan kerjasama antara Tim Pendamping Keluarga dan 

Penyuluh Agama untuk melakukan pendampingan terhadap Calon 

Pengantin. Penyusunan draft PKS berjalan lancar, setelah disusun 

oleh tim efektif langsung koordinasi dan diskusi dengan 

Kementerian Agama Kabupaten Natuna tentang kesepakatan isi 

dari PKS tersebut. Setelah setuju maka dilaksanakan 

penandatanganan PKS yang disaksikan oleh Bupati Natuna. 

d. Pembuatan Website Sistem Informasi Pasangan Berkualitas 

(SIPANTAS); 

Terkait pembuatan website SIPANTAS oleh tim efektif, diawali 

dengan permohonan permintaan Sub Domain web SIPANTAS 

dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), 

mengingat SIPANTAS adalah website khusus Kabupaten Natuna 

untuk menurunkan prevalensi stunting. Dari awal memang sudah 

diarahkan oleh Mentor untuk koordinasi dengan Diskominfo 

sebagai dinas yang bertanggung jawab terhadap website milik 

pemerintah. Selain Diskominfo yang menjadi tim efektif ada juga 

dari OPD lain yang mampu dan paham terhadap website, sehingga 

pembuatan web SIPANTAS melibatkan orang luar dari tim 

Diskominfo. Karena terbatasnya tenaga IT di Natuna dan ada juga 

yang sedang membuat web di OPD yang lain, sehingga proses 

pembuatan web SIPANTAS agak terhambat. Kembali menghadap 

mentor untuk koordinasi, arahan Mentor agar lebih sering 

memantau kerja tim efektif mengingat anggota tim juga mempunyai 

pekerjaan rutin.  SIPANTAS memuat tentang informasi persiapan 

bagi calon pengantin untuk menuju pasangan berkualitas. 

Masyarakat nantinya akan dapat mengakses SIPANTAS agar lebih 

memahami tentang stunting dan cara pencegahannya, tapi 
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diutamakan bagi Calon Pengantin dan keluarga beresiko stunting. 

Jadi berdasarkan pelaksanaan yang sudah berjalan, Project 

Leader sudah mampu melakukan Kepemimpinan Strategis dalam 

mengelola hambatan yang terjadi selama pelaksanaan Proyek 

Perubahan agar dapat berjalan dan dapat dukungan dengan baik.  

 

3. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING 

Pelaksanaan Proyek Perubahan yang dilaksanakan melalui 4 

(empat) tahapan dengan beberapa hambatan dan  berbagai tantangan 

untuk mencapai realisasi yang diinginkan selama proses pelaksanaan 

proyek perubahan. Oleh karena dalam pelaksanaan proyek perubahan 

Project Leader melakukan strategi marketing secara penuh melalui 

pemetaan stake holder yang diantaranya adalah dapat dilihat dari tabel 

dibawah ini: 

Gambar 1. Pemetaan  Stakeholders 

 

Dari analisa kuadran stakeholder sebagaimana di atas dan dari ke 4 

(empat) jenis Stakeholder dapat di jelaskan sebagai berikut : 

a. Promoters  

Adalah kelompok yang memiliki pengaruh besar dan kepentingan tinggi 

terhadap upaya perubahan ini dan juga memiliki kekuatan untuk 

Latens:
(Pengaruh Besar Kepentingan Kecil)
1. BPKPD
2. Dinas PUPR
3. Dinas DPMD
4. Dinas Sosial
5.Dinas Pendidikan.
6. Inspektorat 
7. Dinas Kominfo
8. Kepala Kemenag
9. Kabag Hukum
10. Pemerintah Kecamatan
11. Pemerintah Desa dan Kelurahan

Promoters:
(Pengaruh Besar Kepentingan Tinggi)
1. Bupati dan Wakil Bupati
2. Sekretaris Daerah
3. Asisten 1
4. Kepala Bappeda
5. Ketua TP PKK
6. Kepala Dinas Kesehatan
5. Project Leader (kepada DP3AP2KB)

Apathectics:
(Pengaruh rendah Kepentingan Kecil)
1. PKB/PLKB, Tim Pendamping Keluarga (TPK)
2. Penyuluh Agama
3. Masyarakat

Defenders:
(Pengaruh Kecil Kepentingan Tinggi)
1. Kabid PPKB
2. Jabatan Fungsional DP3AP2KB
3. Jabatan Fungsional Bappeda
4. Jafung Dinas Kominfo
5. Jafung BPKPD
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melaksanakannya. Berdasarkan analisa kelompok stakeholder di atas, 

maka dalam pelaksanaan Proyek Perubahan, telah dilakukan strategi 

komunikasi untuk mempengaruhi masing masing kelompok stake 

holder. Terhadap kelompok Promotors, pendekatan dan strategi yang 

dilakukan adalah dalam upaya menghasilkan dukungan, melalui: 

1)  Membangun komunikasi efektif, bahwa dengan adanya SIPANTAS 

sebagai sarana  pendukung untuk pelaksanaan Peraturan Bupati 

dan Perjanjian Kerjasama melalui Pendampingan Calon Pengantin  

akan berhasil menekan angka stunting di Kabupaten Natuna; 

2) Informasi yang disampaikan melaui proyek perubahan dalam 

bentuk aksi Pendampingan Calon Pengantin yang harus dilakukan, 

dapat menghasilkan output yang akan berdampak nyata dari proyek 

perubahan jika dilaksanakan dengan baik; 

3) Meminta dukungan sumber daya yang diperlukan dalam 

pelaksanaan proyek perubahan, terutama dalam pembuatan 

Peraturan Bupati, Perjanjian Kerjasama dan website SIPANTAS; 

dan  

4) Melaporkan seluruh perkembangan proyek perubahan dan 

melakukan koordinasi secara berkala. 

 

b. Laterns 

Adalah kelompok yang memiliki pengaruh yang besar namun memiliki 

kepentingan yang rendah terhadap proyek perubahan ini. Terhadap 

kelompok Latens, yang sudah dilakukan adalah menjaga kepuasan 

melalui:  

1) Pemberian informasi secara persuasive; 

2) Komunikasi efektif mengenai maksud, tujuan, manfaat, output dan 

outcome dari proyek perubahan yang dilaksanakan;  

3) Diskusi dan brainstorming untuk ide dan gagasan; 

4) Advokasi agar bersedia menjadi promotors seperti Bagian Hukum 

dalam proses penyusunan Peraturan Bupati, Kemenag dalam 

proses penyusunan PKS dan Diskominfo dalam membantu 

pembuatan website SIPANTAS. 

5) Koordinasi secara rutin  
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c. Defenders  

Adalah kelompok yang memiliki interest pribadi namun belum cukup 

mempunyai pengaruh di dalam proyek perubahan ini. Terhadap 

kelompok Defenders, pendekatan dan strategi yang telah dilaksanakan 

adalah tetap terus menginformasikan dan melibatkan dari awal dalam 

proses pelaksanaan proyek perubahan, melalui : 

1) Komunikasi dan memberikan motivasi bahwa kegiatan proyek 

perubahan ini merupakan hal yang penting dan bermanfaat, 

karenanya harus sukses; 

2)  Pemberian semangat, motivasi dan memberikan apresiasi; 

3) Diskusi dalam evaluasi permasalahan dan melibatkan dalam 

pengambilan keputusan. 

 

a. Apathetics 

Adalah kelompok yang memiliki ketertarikan dan pengaruh yang rendah 

karena tidak mengetahui bahwa proyek perubahan ini akan 

berpengaruh ke segala aspek. Terhadap kelompok Apathetics, yang 

dilakukan adalah dengan melakukan monitoring untuk mendukung 

proyek perubahan melalui kegiatan diskusi/soaialisasi. Upaya kita yaitu 

memberikan informasi bahwa pemerintah daerah telah berupaya untuk 

melaksanakan tahapan untuk peningkatan layanan di Kabupaten 

Natuna. 

Untuk mewujudkan kesuksesan dalam pelaksanaan Proyek 

Perubahan selanjutnya dalam konteks Strategi Marketing Sektor Publik, 

digunakan strategi konsep dasar dari Marketing Mix adalah 4 P 1 C 

(Product, Price, Promotion, Place dan Customer), yaitu :  

a. Product  

Produk yang dihasilkan dari proyek perubahan ini adalah: 

1)   Terbentuk Tim Efektif  

2)  Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelasanaan  Pendampingan   

Calon Pengantin dalam Upaya Pencegahan Stunting 

3) Perjanjian Kerja Sama tentang Pendampingan Calon Pengantin di 

Kabupaten Natuna  
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4) Terbentuk web Sistem Informasi Pasangan Berkualitas (SI 

PANTAS) 

b. Price 

 Pelaksanaan proyek perubahan dengan memanfaatkan dan 

memaksimalkan sumberdaya manusia Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana, dibantu staf Diskominfo dan BPKPD  dalam upaya 

pembuatan regulasi dan sistem informasi, serta mebgoptimalkan 

anggaran yang tersedia dengan mengintegrasikan dengan kegiatan 

yang ada. 

b. Promotion  

Promosi proyek perubahan dilakukan dengan melakukan sosialisasi 

melalui kegiatan pertemuan pada saat rapa-rapat koordinasi terkait 

stunting, baik secara offline maupun online serta memanfaatkan 

berbagai platform digital Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten 

Natuna termasuk pelaksanaan Launching SIPANTAS oleh Bupati 

Natuna. 

b. Place  

 Pelaksanaaan proyek perubahan untuk seluruh wilayah di Kabupaten 

Natuna  

c. Customer  

Customer yang telah ikut dalam Proyek Perubahan adalah stakeholder 

yang masuk dalam kelompok Promotors, Laten, Defenders dan 

Aphatetic. 

 

4. KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN 

Proyek perubahan ini telah di Launching oleh Bupati Natuna melalui 

“Sistem Informasi Pasangan Berkualitas (SIPANTAS)” sebagai sarana 

pendukung untuk melaksanakan Peraturan Bupati dan Perjanjian Kerja 

Sama secara kolaborasi agar percepatan penurunan stunting di Kabupaten 

Natuna tetap berlanjut antara lain: 

a. Telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Calon Pengantin dalam upaya 

Pencegahan Stunting;  
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b. Telah dilakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama Nomor 

07/DP3AP2KB-PKS/VI/2024 tentang Pendampingan Calon Pengantin 

antara DP3AP2KB dengan Kementerian Agama Kabupaten Natuna; 

c. Telah dibuat website Sistem Informasi Pasangan Berkualitas 

(SIPANTAS) sebagai sarana pendukung untuk melaksanakan Perbub 

dan PKS dengan pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika terkait 

pengembangan teknis aplikasi. 

 

4. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR 

Pelaksanaan proyek perubahan agar dapat dilaksanakan berjalan 

dan sukses, memiliki konsekuensi terhadap pihak yang terdampak untuk 

dapat mengembangkan kompetensinya sebagai berikut:  

Tabel 3. Pihak Terdampak Proyek Perubahan 

 
PIHAK 

TERDAMPAK 

PERUBAHAN 
KOMPETENSI 

YANG 
DIBUTUHKAN 

 
CARA PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI 

 
HASIL 

KOMPETENSI 

1. Pegawai 
Internal 
DP3AP2KB 
Kabupaten 
Natuna 

Pengggunaan 
teknologi informasi 
berbasis digital 

Pelatihan dan bimbingan 
baik langsung maupun 
tidak langsung 

Meningkatnya 
keahlian 
pegawai dalam  
pengggunaan 
teknologi 
informasi 
berbasis digital 

2. Penyuluh 
KB, PLKB, 
TPK dan 
Penyuluh 
Agama 

• Substansi 

Kesehatan  
   Keluarga  

• Komunikasi 
Perubahan  

   Perilaku  

• Pengggunaan 
teknologi informasi 
berbasis digital 

• Komunikasi Antar  
   Pribadi 

• Penggunaan 
aplikasi  

   Elsimil 

• Mekanisme/Alur  
  Pendampingan 
Sasaran 

Pelatihan, bimbingan dan 
orientasi baik langsung 
maupun tidak langsung 

Meningkatnya 
pengetahuan 
dan 
kemampuan 
untuk 
mengedukasi 

3. stakeholder 
pengampu 
stunting 

• Pengggunaan 

teknologi informasi 
berbasis digital 

• Komunikasi 
Perubahan  

  Perilaku 

Pelatihan, bimbingan dan 
orientasi baik langsung 
maupun tidak langsung 

Meningkatnya 
keahlian dalam  
pengggunaan 
teknologi 
informasi 
berbasis digital 
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5. KETERKAITAN MATA PELATIHAN PILIHAN DENGAN 

PROYEK PERUBAHAN 

a. Manajemen Pemerintahan. 

Manajemen pemerintahan sebagai suatu kegiatan atau 

usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan 

berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Adapun lingkup 

manajemen pemerintahan terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen 

yang meliputi: i) perencanaan pemerintahan; ii) pengorganisasian 

sumber-sumber pemerintahan; (iii) penggunaan sumber-sumber 

pemerintahan dan iv) Kontrol pemerintahan. Keempat faktor diatas 

kesemuanya digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintah dalam 

hal: i) pelayanan; ii) pemberdayaan; dan iii) pembangunan. 

Management berasal dari kata to manage yang berarti 

mengatur. Dalam hal mengatur, akan timbul masalah, problem, 

proses dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, 

mengapa harus diatur dan apa tujuan pengaturan tersebut. 

Manajemen juga menganalisa, menetapkan tujuan/sasaran serta 

mendeterminasi tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik, 

efektif dan efisien.  

Secara Umum Management dapat dilihat dari tiga pengertian, yang 

terdiri dari:  

1) Manajemen sebagai proses;  

2) Manajemen sebagai kolektivitas manusia;  

3) Manajemen sebagai ilmu dan seni.  

Adapun hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan 

yang biasanya   sering  disebut  alat   manajemen   lebih  dikenal 

dengan “Enam M “, yaitu manusia (men), barang-barang (materials), 

mesin (machines), metode (methods), uang (money) dan pasar atau 

(market). Dimana ke enam unsur tersebut saling berhubungan satu 

sama lainnya dalam mencapai suatu tujuan.  

Dalam melakukan proyek perubahan ini peserta dibekali berbagai 

mata pelatihan salah satunya adalah Pelatihan Manajemen 

Pemerintahan. Terdapat 5 (lima) kecenderungan ketika berbicara 

tentang Manajemen pemerintahan, yaitu: 
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1)   Dilihat dari peranan pemerintah;  

2)   Dilihat dari Visi dan Misi; 

3)   Dilihat dari fungsi-fungsi manajemen; 

4)   Dilihat dari fungsi organisasi; 

5)   Dilihat dari kepemimpinannya. 

Selanjutnya untuk mencapai tujuan negara, maka secara 

umum dijelaskan tugas tugas  pokok pemerintahan yang mencakup 

tujuh bidang pelayanan, yaitu: 

1)  Menjamin keamanan negara 

2)  Memelihara ketertiban 

3) Menjamin diterapkanya perlakuan yang adil kepada setiap warga 

masyarakat 

4) Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan yang tidak 

mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah 

5) Melakukan upaya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

sosial 

6) Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan 

masyarakat luas 

7) Menerapka kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup. 

Pelaksanaan dari proyek perubahan ini kami mulai dengan 

koordinasi dan komunikasi efektif dengan melaksanakan rapat-rapat 

koordinasi baik secara langsung tatap muka maupun melalui zoom. 

Saya selaku project leader melakukan brainstorming pada tim efektif 

agar percepatan penurunan stunting di Kabupaten Natuna bisa 

terlaksana melalui pendampingan calon pengantin oleh Tim 

Pendamping Keluarga yang dibantu oleh Penyuluh Agama. Dengan 

adanya Peraturan Bupati dan Perjanjian Kerjasama dengan 

Kementerian Agama akan menjadi kekuatan bagi TPK dan Penyuluh 

Agama  melalui SIPANTAS. Percepatan penurunan stunting 

merupakan Program Nasional yang harus didukung oleh daerah 

Kabupaten Natuna melalui Visi “Terwujudnya Kabupaten Natuna 

Sebagal Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan 

Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural” 
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dan Misi “Akselerasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”. 

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten 

melaksanakan Program Nasional Percepatan Penurunan Stunting 

yang didukung mulai dari Pimpinan, stake holder terkait, lintas sektor 

sampai ke kader-kader yang ada di Desa dan Kelurahan. 

Pelaksanaan proyek perubahan ini juga sesuai dengan tugas pokok 

pemerintahan. 

 

b. Manajemen Keuangan Negara  

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting bagi 

jalannya sebuah organisasi termasuk organisasi negara. 

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa 

depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan 

sumber daya yang tersedia. Dalam proses Perencanaan ditentukan 

arah dan tujuan organisasi serta bagaimana cara dan langkah-

langkah untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Proses 

perencanaan untuk pencapaian tujuan organisasi disegala level 

sangat ditentukan oleh arah dan kebijakan pimpinan organisasi 

tersebut. Sebuah rencana yang baik membutuhkan dukungan 

pendanaan yang cukup agar dapat diimplementasikan dengan baik 

sehingga tujuan tercapai. 

Pelaksanaan proyek perubahan ini mulai berdasarkan jadwal 

yang project leader susun yang merupakan awal dari perencanaan. 

Mulai koordinasi dengan mentor, membentuk tim efektif yang 

membantu pelaksanaan proyek perubahan, kemudian rapat 

penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pendampingan Calon Pengantin sekaligus membahas Perjanjian 

Kerjasama dengan Kemenag dan pembuatan Sistem Informasi 

Pasangan Berkualitas (SIPANTAS). Proyek perubahan untuk  jangka 

pendek dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, Sesuai dengan 

perencanaan selama 2 (dua) bulan ini Perbub, PKS dan SIPANTAS 

selesai dibuat dan sekaligus disosialisasikan dengan 4 (empat) 

Kecamatan terdekat. Mulai dari rapat pembentukan Tim Efektif, rapat-

rapat koordinasi, penyusunan Perbup, penyusunan PKS, pembuatan 
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SIPANTAS, Launching SIPANTAS sampai Sosialisasi, 

pelaksanaannya disejalankan dengan dilaksanakannya program dan 

kegiatan yang ada DP3AP2KB maupun kegiatan di OPD lain yang 

terkait dengan stunting.  

Selanjutnya untuk pelaksanaan proyek perubahan jangka 

menengah akan disejalankan dengan kegiatan yang sudah disusun 

dalam DPA tahun 2024. Pelaksanaan proyek perubahan jangka 

panjang akan disusun perencanaan dan penganngarannya sampai 

ke tingkat lini lapangan yang akan dilaksanakan oleh Tim 

Pendamping Keluar (TPK) dan Penyuluh Agama untuk mendampingi 

Calon Pengantin pada tahun 2025 nanti. TPK harus membuat jadwal 

untuk pertemuan dengan Calon Pengantin 4 (empat) kali dalam 1 

(satu) bulan di Balai Penyuluh Keluarga Berencana dengan 

melibatkan Penyuluh Agama. 

 

c. Diagnosa Organisasi 

Diagnosa organisasi adalah sebuah proses yang sistematik 

untuk menilai sejauh mana sebuah organisasi berfungsi dengan 

efektif dalam rangka mencapai tujuannya. Diagnosa Organisasi 

merupakan kerja kolaboratif antara para pihak yang berkepentingan 

yang dalam konteks ini adalah pemimpin organisasi/unit kerja dengan 

para stakeholder terkait. Kolaborasi ini dilakukan mulai dari 

menentukan kondisi yang ingin dicapai, pengumpulan data, analisis 

data, membuat kesimpulan hasil diagnosa, menentukan gagasan dan 

menentukan rencana implementasi gagasan.  

Diagnosa organisasi yang dilakukan secara kolaboratif akan 

meningkatkan kesadaran para personil di dalam organisasi terhadap 

isu-isu yang ada dan pada akhirnya akan meningkatkan kesiapan 

para personil tersebut untuk melakukan perubahan (sepakat pada 

masalah, solusi, rencana aksi dan hasil yang akan dicapai). 

Pelaksanaan proyek perubahan melalui Kebijakan Sterategi 

Optimalisasi Tata Kelola Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten 

Natuna tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh DP3AP2KB. Intervensi 

stunting terbagi atas intervensi spesifik yang menjasi tugas Dinas 
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Kesehatan sebesar 30%, sedangkan intervensi sensitif menjadi tugas 

stake holder terkait sebesar 70% termasuk DP3AP2KB. Stake holder 

terkait seperti TP PKK, Bappeda, Diskominfo, Dinas PUPR, Dinas 

Sosial, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 

Kemenag, Kecamatan, KUA, Puskesmas, Desa dan Kelurahan. 

Project Leader mengajak stake holder untuk rutin mengadakan rapat 

koordinasi dan komunikasi membahas tentang stunting, agar terjadi 

penurunan angka stunting dan balita yang ditimbang juga bisa 

mencapai 100% setiap bulannya. Melalui data dari eppgbm kita 

melaksanakan bersama-sama untuk intervensi terhadap balita 

stunting. Supaya jumlah balita tidak bertambah maka kita mulai 

intervensi terhadap Calon Pengantin dengan didampingi oleh Tim 

Pendamping Keluarga dan Penyuluh Agama.  

Hasil bimbingan dengan mentor, beliau mengarahkan agar 

melibatkan juga mitra kerja dalam menanggulangi stunting ini. Kami 

juga melibatkan Organisasi Perempuan agar berperan aktif untuk 

membantu menurunkan angka stunting mulai anggotanya, kemudian 

mengajak anggotanya untuk aktif datang ke posyandu rutin setiap 

bulan.  

 

6. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 

tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara bahwa pemetaan 

kepemimpinan mengimplementasikan 8 (delapan) kompetensi 

manajerial terkait dengan:  

a.  Integritas  

b. Kerja sama  

c. Komunikasi  

d. Orientasi pada hasil  

e. Pelayanan publik  

f. Pengembangan diri dan orang lain  

g. Mengelola perubahan  

h.   Pengambilan keputusan 



37  

 

Tabel 4. REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR 

Nama                                 :    Sri Riawati, SP., M.Si  Nama Mentor : Boy Wijanarko Varianto, SE 

NIP : 197106042002122000  NIP: : 197708092002121005 

Jabatan : Kepala Dinas P3AP2KB  Jabatan : Sekretaris Daerah 

Instansi : Pemerintah Kab. Natuna  Instansi : Pemerintah Kab. Natuna 

Program : PKN Tingkat II      

           
Komponen Sub Komponen Nilai 

Peserta Nilai Mentor 

 
Nilai Rata-

Rata 
Kualifikasi 

Integritas 

Tanggung jawab 9 9  9.00 Istimewa 

Komitmen 9 9  9.00 Istimewa 

Kedisplinan 9 9  9.00 Istimewa 

Kejujuran 9 9  9.00 Istimewa 

Konsistensi 9 9  9.00 Istimewa 

Pengambilan Keputusan 9 9  9.00 Istimewa 

Rata-Rata 9.00 9.00  9.00 Istimewa 

Kerjasama 

Kerjasama Internal 9 9  9.00 Istimewa 

Kerjasama Eksternal 8.5 8  8.50 Baik 

Komunikasi 9 9  9.00 Istimewa 

Fleksibilitas 9 9  9.00 Istimewa 

Komitmen dalam Tim 8.5 8  8.50 Baik 

Rata-Rata 8.80 8.60  8.66 Baik 

Mengelola 
Perubahan 

Pelayanan Publik 9 9  9.00 Istimewa 

Adaptabilitas 8 8.5  8.35 Baik 

Pengembangan orang lain 9 9  9.00 Istimewa 

Orientasi pada hasil 9 9  9.00 Istimewa 

Inisiatif 8.5 8.5  8.50 Baik 

Rata-Rata 8.70 8.80  8.77 Baik 

Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :  8.83 8.87  8.86 Baik 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5. REKAP  NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA 

         

Nama Peserta : Sri Riawati, SP., M.Si  Nama Mentor :   Boy Wijanarko Varianto, SE 

NIP : 197106042002122000  NIP: : 197708092002121005 

Jabatan : Kepala Dinas P3AP2KB  Jabatan : Sekretaris Daerah  
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Instansi : Pemerintah Kab. Natuna  Instansi : Pemerintah Kab. Natuna 

Program : PKN Tingkat II       

         

  Nilai Komponen 

  

Sub 
Komponen 
Integritas 

Sub 
Komponen 
Kerjasama 

Sub 
Komponen 
Mengelola 
Perubahan 

Rata-Rata 
Total           
Sub 

Komponen 

Kualifikasi Total Sub 
Komponen 

Peserta   9.00 8.80 8.70 8.83 Baik 

Mentor   9.00 8.60 8.80 8.80 Baik 

Nilai Rata-Rata     
Per Sub 
Komponen 

  
9.00 8.66 8.77 8.81 Baik 

Kualifikasi Per 
Sub Komponen 

Baik Baik Baik Baik  

 

Keterangan 
Kualifikasi     Akhir Sikap Perilaku 

9.00-10  Istimewa  8.81 

7-8.99  Baik  Kualifikasi: 

5-6.99  Cukup  Baik 

3-4.99  Kurang      

1-2.99   Sangat Kurang         

       

       

 

Pengembangan potensi merupakan upaya dalam mendorong dan 

meningkatkan pertumbuhan pribadi sehingga terbentuk seorang pemimpin yang 

adaptif, kolaboratif, dapat menjadi agen perubahan, dapat melakukan kerja 

sama dan berkomunikasi yang efektif yang dapat mempengaruhi orang lain dan 

dapat mengambil keputusan yang tepat. 

Dalam pelaksanaan proyek perubahan, diperlukan strategi 

pengembangan potensi diri berdasarkan sikap perilaku kepemimpinan. 

Pemetaan ini dilakukan dengan cara melakukan self asessment serta 

penilaian dari Mentor Project Leader.  

 

Berdasarkan penilaian self asessment dan penilaian dari mentor 

ditemukan ada gap penilaian yang lebih rendah pada sub komponen 

kerjasama internal sehingga perlu dikembangkan kemampuan 

kerjasama internal. Oleh karena itu mentor telah membekali Project 

Leader dalam meningkatkan kapasitas kemampuan kerjasama internal. 

Hal ini dapat terlihat terjadi penguatan kerjasama dengan Bagian Hukum 

dalam pembuatan Peraturan Bupati, sering koordinasi baik langsung 
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maupun lewat telpon. Penguatan kerjasama bersama Diskominfo dan 

BPKPD dalam pembuatan website SIPANTAS, penguatan kerjasama 

dengan Kementerian Agama dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama, 

sehingga pelaksanaan proyek perubahan ini dapat terlaksana dengan 

optimal. 

 

D. PENUTUP 
 

Proyek perubahan Kebijakan Strategis Optimalisasi Tata Kelola 

Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Natuna sudah dilaksanakan  

dengan adanya Peraturan Bupati dan Perjanjian Kerjasama, puncaknya 

dilakukan Launching Sistem Informasi Pasangan Berkualitas (SIPANTAS) 

sebagai sarana pendukung untuk pelaksanaan Peraturan Bupati dan Perjanjian 

Kerja Sama yang menjadi wadah kolaborasi kerjasama dalam percepatan 

penurunan stunting di Kabupaten Natuna.   
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